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ABSTRAK 
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY 
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang) 
 
ANALYSIS OF PERFORMANCE MEASUREMENT OF LOCAL GOVERNMENT 
USING THE PRINCIPLE OF VALUE FOR MONEY 
(Case Study Local Government of Pinrang Regency) 
Ratna Sari 
Haliah 
Syamsuddin 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pinrang tahun 2010-2014 berdasarkan prinsip value for money, yang meliputi 
ekonomi, efisiensi, efektivitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD dan Realisasi 
APBD tahun 2010-2014. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi 
dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 tidak ekonomis 
karena memiliki rata-rata rasio ekonomi lebih dari 100% yaitu 104.63%. Dari segi 
efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-
2014 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 95.89%. Dan dari segi 
efektivitas, rata-rata rasio efektivitas tahun 2010-2014 yaitu 108.26% yang 
menunjukkah Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 
2010-2014 sangat efektif. 
Kata kunci: value for money, ekonomi, efisiensi, efektivitas 
This research aimed to measure the performance of Pinrang Regency Local 
Government based on the principle of value for money, namely economy, 
efficiency, effectiveness. This research used descriptive quantitative method. The 
data used in this research was local government budget and realized local 
government budget from 2010 to 2014. Data collection was done through 
documentation and library research. The research results indicated that the 
performance of Pinrang Regency Local Government from 2010-2014 was 
uneconomical due the exceedingly high, over 100% to economy ratio of 
104.63%. The average performance efficiency ratio of 95.89% made it favourable 
on the efficiency aspect. The average effectivity ratio was 108.26%, this showed 
a very effective performance by the Pinrang Regency Local Government from 
2010-2014. 
Keywords: value for money, economy, efficiency, effectiveness 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
       Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring 
dilaksanakannya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 
1 ayat 5 menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
perundang-undangan”. Undang-undang tersebut sesuai dengan pernyataan 
Halim (2001:187) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 
melaksanakan otonomi daerah sebagai berikut. 
1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. 
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar 
pendapatan asli daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar 
sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
       Hak otonomi daerah memberikan kebebasan masing-masing daerah di 
Indonesia atau organisasi sektor publik lainnya untuk mengolah dan 
meningkatkan kinerjanya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah 
tersebut. Namun kenyataannya, organisasi sektor publik sering dinilai sebagai 
sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang 
sering merugi. Hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin 
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menguatnya tuntutan kinerja yang akuntabilitas dan transparansi dari 
pemerintah.  
       Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah 
dan pengukuran kinerja tersebut mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut 
paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu 
membangun kinerja yang baik. Sebuah kinerja pada sektor publik dapat 
dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik 
dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai 
sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur 
kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan 
untuk perbaikan dimasa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses 
pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. 
       Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini 
bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja 
merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang 
telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat (standar minimum 
pelayanan publik). Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran 
berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep value for money, yaitu 
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 
       Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan 
3 
 
efektivitas (Mardiasmo, 2009). Pada konteks otonomi daerah, value for money 
merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good 
governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, 
efisien, dan efektif. Sehingga konsep value for money ini sangat dibutuhkan 
sebagai pendukung pengelolaan keuangan daerah dan dana daerah. Untuk 
mendukung diberlakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan value 
for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah 
yang baik. 
       Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa penerapan konsep value for money 
(VFM) penting bagi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hal ini disebabkan 
karena implementasi konsep tersebut akan memberi manfaat untuk menilai 
efektifitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik, alokasi belanja yang lebih 
berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan public cost awareness 
sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.  
Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan value for money 
dilakukan oleh Nugrahani (2007), Khikmah (2014), Kurrohman (2012), Purnama 
(2014). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja organisasi publik belum 
sepenuhnya mengaplikasikan prinsip value for money yaitu efisien, efektif, dan 
ekonomis. Misalnya pengukuran kinerja di Pemda Istimewa Yogyakarta 
menunjukkan bahwa kinerjanya cukup efisien dan ekonomis tetapi kurang efektif. 
Dengan demikian penelitian serupa perlu dianalisis kembali di lingkungan 
organisasi publik lainnya. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten 
Pinrang. Tujuannya untuk menganalisis  kinerja sektor publik pada Kabupaten 
Pinrang dengan menggunakan konsep Value for Money yang difokuskan pada 
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dengan judul penelitian yakni “Analisis 
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Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip 
Value For Money”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
       Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 dengan menggunakan pendekatan value for money ditinjau 
dari rasio ekonomi? 
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 dengan menggunakan pendekatan value for money ditinjau 
dari rasio efisiensi? 
3. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 dengan menggunakan pendekatan value for money ditinjau 
dari rasio efektivitas? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 ditinjau dari rasio ekonomis. 
2. Mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 ditinjau dari rasio efisiensi. 
3. Mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 
2010-2014 ditinjau dari rasio efektivitas. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
1. Secara teoretis mencoba menerapkan konsep value for money dalam 
penilaian kinerja. 
2. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi dan bahan kajian 
dalam penelitian. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1.4.2.1 Bagi Peneliti 
       Penelitian ini berguna sebagai bahan kajian yang dapat memberikan 
manfaat terutama bagi penulis mengenai konsep value for money dan 
penerapannya dalam sektor pemerintahan. 
1.4.2.2 Bagi Pemerintah 
       Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pinrang dalam melihat pencapaian kinerja pemerintah daerah melalui 
pendekatan value for money dan menjadi masukan dalam penyusunan kinerja di 
masa yang akan datang. 
1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 
sebagai bahan kajian dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan penilaian kinerja menggunakan konsep value for money. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
       Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan buku Pedoman Penulisan 
Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut. 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab pertama dari skripsi ini menguraikan secara singkat mengenai isi 
skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi 
pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini mengurai rancangan penelitian, lokasi dan waktu, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode 
analisis data, dan tahap-tahap analisis data. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis hasil 
penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.  
BAB V  PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian ini, yang berisi 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk 
penelitian mendatang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.2 Tinjauan Teoretis 
2.1.1 Konsep Pengukuran Kinerja 
2.1.1.1 Pengertian Kinerja 
       Otley (1999) menyatakan kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait 
dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai 
kerja tersebut. Indra Bastian (2001) mendefinisikan kinerja sebagai berikut. 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam wujud sasaran, tujuan, misi, dan visi 
organisasi yang bertuang dalam perumusan skema strategis (strategic 
planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa 
kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam 
periode tertentu. 
 
       Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan bahwa 
kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 
hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi 
atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu 
kebijakan operasional.  
       Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat 
multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas 
faktor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa 
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kinerja mestinya didefenisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), 
karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan 
strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 
 
2.1.1.2 Konsep Indikator Kinerja 
       Istilah “Ukuran kinerja” pada dasarnya berbeda dengan istilah “Indikator 
kinerja”. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, 
sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak 
langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-
indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. 
       Indikator kinerja berdasarkan penyampaian Lembaga Administrasi Negara 
dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (LAN BPKP, 2000) diartikan 
sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian 
indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan 
sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (ex-ante), 
tahap pelaksanaan (ongoing), maupun setelah kegiatan selesai (expost). 
Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi 
pemerintahan. Tanpa indikator kinerja akan menyulitkan pihak yang ingin 
memberikan penilaian terhadap kinerja dari kebijaksanaan/program/kegiatan 
instansi pemerintahan, yang pada akhirnya akan menyulitkan memberi penilaian 
kinerja organisasi secara keseluruhan. 
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       Indra Bastian (2006) mendifinisikan indikator kinerja adalah ukuran 
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 
atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan 
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak 
(impacts). Hal ini sesuai dengan pendapat Indra Bastian menjelaskan: 
a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 
Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, 
kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. 
b. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung 
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. 
c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 
d. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan 
akhir dari pelaksanaan kegiatan. 
e. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 
maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah 
ditetapkan. 
       Pendapat yang diungkapkan Indra Bastian di atas, sejalan dengan pendapat 
Mardiasmo (2009) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian 
kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan 
indikasi-indikasi kinerja”. Adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah 
menurut Mardiasmo (2009) yaitu: 
a. untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, 
b. untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan, 
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c. sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial, 
d. memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 
pilihan, 
e. untuk menunjukkan standar kinerja, 
f. untuk menunjukkan efektivitas, 
g. untuk membantu menentukan aktivtias yang memiliki efektivitas biaya 
yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan 
h. untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial 
untuk dilakukan penghematan biaya. 
 
2.1.1.3 Pengukuran Kinerja 
       Setiap organisasi, baik organisasi yang mencari laba (profit motive) maupun 
yang tidak berorientasi pada laba (nonprofit motive) membutuhkan berbagai alat 
untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh 
organisasi. Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 
mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 
kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 
dalam organisasi. 
       Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menghasilkan tujuan, informasi yang 
relevan pada program kinerja organisasi yang dapat digunakan untuk 
memperkuat manajemen dan pengambilan keputusan, mencapai hasil dan 
meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dan meningkatkan akuntabilitas. 
Osborne dan Gaebler (1992) dalam Reinventing Government (dalam Theodore 
H. Poister, 2003) mengatakan bahwa “What gets measured gets done”. Dengan 
kata lain, pengukuran kinerja cenderung berdampak (memang seharusnya 
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dirancang untuk memiliki dampak) pada perilaku dan keputusan. Pengukuran 
kinerja cenderung memusatkan perhatian pada apa yang diukur dan bagaimana 
kinerja itu sendiri, dan untuk memotivasi orang dan organisasi bekerja untuk 
meningkatkan kinerja, setidaknya pada ruang lingkup yang sedang dipantau. 
       Harry Hatry (1978) dalam The Status of Productivity Measurement in the 
Public Sector (dalam Theodore H. Poister, 2003) menunjukkan kebutuhan akan 
pengukuran kinerja dengan menggunakan sebuah analogi olahraga yaitu: 
“Unless you are keeping score, it is difficult to know wether you are winning or 
losing”. Dengan kata lain, sebuah organisasi akan susah untuk mengetahui 
bagaimana kinerjanya tanpa melakukan pengukuran kinerja. Ukuran kinerja 
membantu manajer dan lainnya menilai status kinerja organisasi mereka dan 
mengukur kemajuan mereka dalam memberikan program yang efektif. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Osborne dan Gaebler (1992) dalam Theodore H. 
Poister (2003), “If you don’t measure results, you can’t tell success from failure; 
Furthermore, if you can’t see success, you can’t reward it and if you can’t 
recognize failure, you can’t correct it”. Dengan kata lain, tanpa pengukuran 
kinerja sebuah organisasi tidak mampu melihat sejauh mana keberhasilan atau 
kegalan organisasi tersebut dan dengan pengukuran kinerja organisasi dapat 
menemukan solusi mengenai kegagalan dari organisasi tersebut. Sehingga 
ukuran kinerja penting untuk membiarkan manajer mengetahui bagaimana 
kinerja organisasinya apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak 
sehingga mereka dapat bertindak apakah mempertahan atau meningkatkan 
kinerjanya. 
       Larry D Stout (1993) dalam Performance Measurement Guide (dalam Indra 
Bastian, 2006) mendefinisikan: 
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Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur 
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission 
accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, 
ataupun suatu proses. 
 
       Mahmudi (2013) mendefinisikan bahwa: 
Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau 
indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi 
unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan 
output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat 
untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki 
kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi 
tuntutan akuntabilitas publik. 
 
Pendapat lain dari Mardiasmo (2009): 
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui 
alat ukur finansial dan nonfinansial. 
 
       Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. 
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat 
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal 
ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor 
publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik 
digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. 
Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dari memperbaiki komunikasi kelembagaan. 
       Pasal 31 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan satuan kerja 
perangkat daerah perlu membuat Laporan Realisasi Anggaran guna menilai 
prestasi kinerja. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 
memuat bahwa Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran menyampaikan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada 
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DPRD. Ruang lingkup LKPJ meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, 
tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Tujuan penyusunan LKPJ 
adalah untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam 
menjalankan tugasnya selama periode tertentu, dan untuk mengetahui 
peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaran 
pemerintahan daerah melalui pengawasan DPRD. 
       Mardiasmo (2009) menyatakan manfaat pengukuran kinerja dalam 
organisasi sektor publik sebagai berikut 
a. Memberi pernahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 
kinerja manajemen.  
b. Mernberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.  
c. Untuk  memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 
korektif untuk memperbaiki kinerja. 
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & 
punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 
memperbaiki kinerja organisasi. 
f. Membantu  mengidentifikasikan  apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi.  
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 
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2.1.2 Anggaran 
       Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 
sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan 
suatu anggaran. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia 
perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sector public 
anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, 
dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas 
atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 
dengan uang publik. 
       Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang 
saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), 
definisi anggaran (budget) adalah sebagai berikut :  
“…. rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi 
pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”  
 
       Adapun menurut Nordiawan (2006), “anggaran dapat dikatakan sebagai 
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 
waktu tertentu dalam ukuran finansial”. Jadi pengertian anggaran adalah 
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu 
dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan menurut mardiasmo (2009), 
“anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk 
rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Dalam 
bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 
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mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai 
apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. 
       Arthur A. Mendosa dalam Budget Management (Jack Rabin et al., 1983) 
mengatakan bahwa, “Budget is a plan for spending the money of an enterprise”. 
Dengan kata lain, anggaran menunjukkan tujuan dari uang yang akan 
dibelanjakan dan menunjukkan jumlah uang yang akan dihabiskan untuk setiap 
tujuan dari suatu organisasi. Anggaran juga berisi informasi yang menunjukkan 
jumlah yang akan tersedia untuk dibelanjakan dan juga menunjukkan sumber-
sumber penerimaan serta perkiraan jumlah uang yang akan diterima dari 
masing-masing sumber penerimaan. 
       Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi 
dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses 
penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan 
perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi 
dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategic yang telah dibuat. 
Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif 
dan berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang 
sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk 
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 
       Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran sektor publik mempunyai 
beberapa fungsi utama sebagai berikut. 
1. Sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 
       Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai 
tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan 
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 
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dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah 
tersebut. 
       Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: 
a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi 
dan misi ditetapkan, 
b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 
pembiayaannya, 
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang 
telah disusun, dan 
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 
2. Alat pengendalian (Control Tool) 
       Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail 
atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, 
pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan 
pengeluaran. Selain itu anggaran untuk menghindari adanya 
overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) 
dalam pengalokasian anggaran pada bidang yang lain yang bukan 
merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi 
keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan 
pemerintah. 
       Selain alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik 
digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang 
cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan 
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untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah 
bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. 
       Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, 
yaitu: 
a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan; 
b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable 
variances); 
c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan 
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varians; 
d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. 
3. Alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool) 
       Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 
anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal 
pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi 
ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, 
dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 
mempercepat pertumbuhan ekonomi. 
4. Alat politik (Political Tool) 
       Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan 
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, 
anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif 
dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk 
kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan 
tetapi lebih merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, 
pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition 
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building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip 
manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik 
harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan 
anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya, 
atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. 
5. Alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool) 
       Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan 
anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 
dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan 
mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga 
berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan 
eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi 
untuk dilaksanakan. 
6. Alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool) 
       Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) 
kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai 
berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 
anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang 
berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian 
kinerja. 
7. Alat motivasi (Motivation Tool) 
       Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer 
dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam 
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat 
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memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but 
attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target 
anggaran jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga 
jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 
8. Alat menciptakan ruang publik (Public Sphere) 
       Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan 
DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai 
organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran 
publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba 
mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. 
Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan 
mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. 
Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisasi 
akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. 
Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka 
akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan 
massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. 
 
 
2.1.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
       Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan, “Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. 
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       Proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD 
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 
satu tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, pemerintah daerah menyusun 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dijadikan dasar dalam penyusunan 
APBD. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima 
penyerahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 
sebelumnya disusun oleh pemerintah daerah untuk disetujui. Setelah 
pemerintah daerah menyetujui PPAS, selanjutnya disusun Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan 
menjadi APBD.  
       Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut dalam kurun satu tahun. APBD juga merupakan 
instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Sumarsono, 2010). 
       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) merupakan salah satu 
dokumen rencana kinerja dari aspek finansial, dimana anggaran itulan yang 
akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan 
pembangunan daerahnya. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang 
terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi 
Pemerintahan, struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: 
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1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak 
daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu 
tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Kelompok 
pendapatan terdiri atas:  
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang 
dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan.  
b. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan  
desentralisasi.   
c. Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang 
dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.   
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun 
anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah.   Kelompok belanja terdiri atas:  
a. Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang  
secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.  
b. Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja 
yang  secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.  
c. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk 
membiayai  kegiatan yang akan menambah aset.  
d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang  
digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak 
mengharapkan imbalan.   
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e. Belanja tak terduga adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk 
kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam.   
3. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran  
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk untuk menutup 
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
 
 
2.1.3 Value For Money 
       Definisi Value For Money berdasarkan Audit Commision dalam Final Report 
yang disampaikan oleh ITAD, dalam jurnal berjudul Measuring the Impact and 
Value For Money of Governance & Conflict Programmes (Chris Barnett et al. : 
2010) mengungkapkan :  
“VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the 
resources available. It is about achieving the right local balance between 
economy, efficiency and effectiveness, or, spending less, spending well 
and spending wisely to achieve local priorities...VFM is high when there is 
an optimum balance between all three elements, when costs are relatively 
low, productivity is high and successful outcomes have been achieved.”  
       Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat hanya dinilai dari sisi output yang 
dihasilkan, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome 
secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. 
Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, 
efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang 
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maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan 
sasaran. 
       Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik 
yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas (Mardiasmo, 2009). Pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah: 
1. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang 
terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value 
yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh 
mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang 
digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 
efektif. 
2. Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 
Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan 
standar kinerja atau target yang telah ditetapkan; dan 
3. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan 
outcome dan output.  
       Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya 
input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada 
organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan 
akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep 
value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan 
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memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep value for 
money pada pemerintah antara lain (Haryanto et al., 2007): 
1. meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 
diberikan tepat sasaran; 
2. meningkatkan mutu pelayanan publik; 
3. menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefesiensi dan 
terjadinya penghematan dalam penggunaan input; 
4. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan 
5. meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) 
sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 
       Indikator Value for Money dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2009), 
yaitu. 
1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)  
Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu 
pada harga terbaik (spending less). Efisiensi artinya output tertentu dapat 
dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (spending well).  
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)  
Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan (spending wisely).  
       Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik 
akan dirinci sebagai berikut: ekonomi itu mengenai input, efisien tentang input 
dan output, dan efektifitas berhubungan dengan output dan outcome. 
       Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi 
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output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus 
mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. 
Permasalahan yang sering muncul yaitu sulitnya mengukur output karena output 
yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible 
output), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output). 
Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan 
antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja yaitu: 
1. ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara 
langsung, misalnya laporan keuangan pemerintah. 
2. indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Mekanisme penentuan indikator kinerja membutuhkan:  
a. sistem perencanaan dan pengendalian. Meliputi proses, prosedur, 
dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah 
dijelaskan dan dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi 
dengan menggunakan rantai komando,  
b. spesifikasi teknis dan standarisasi. Spesifikasi ini digunakan 
sebagai ukuran kinerja kegiatan, program dan organisasi,  
c. kompetensi teknis dan profesionalisme. Personil yang memiliki 
kompetensi dan profesional merupakan jaminan dukungan dalam 
pekerjaan, 
d. mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Mekanisme ekonomi 
terkait dengan pemberian reward dan punishment yang bersifat 
finansial sedangkan mekanisme pasar terkait dengan 
penggunaan sumber daya. Mekanisme ini digunakan untuk 
memperbaiki kinerja personil dan organisasi (Mardiasmo, 2009). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 
       Terkait dengan bidang penelitian yang dilakukan, penulis bertitik tolak dari 
beberapa penelitian terdahulu khususnya yang berkenaan dengan pengukuran 
kinerja pemerintah daerah. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faridah 
(2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan 
keuangan daerah dengan pendekatan Value for Money pada Pemerintah 
Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya yaitu kinerja pengelolaan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari segi efisiensi dan 
efektivitas menunjukkan adanya kinerja yang cukup baik namun kurang 
ekonomis. 
       Kedua, penelitian yang dilakukan Nugrahani (2007). Penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengetahui penerapan Value for Money pada Pemerintah 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitiannya yakni kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta cukup ekonomis dan efisien tetapi 
kurang efektif. 
       Ketiga, penelitian yang dilakukan Kurrohman (2012). Penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengetahui evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui 
kinerja keuangan yang berbasis Value for Money Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
Hasilnya yaitu kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur lebih 
ekonomis dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan 
anggaran berbasis kinerja. 
       Keempat, penelitian yang dilakukan Khikmah (2014). Penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 
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berdasarkan konsep Value for Money. Hasilnya yakni kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamongan efisien dan efektif tetapi tidak ekonomis. 
       Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Afiati (2011). Penelitian tersebut 
bertujuan untuk menganalisis kinerja BAPPEDA Kabupaten Semarang 
menggunakan Value for Money. Hasil penelitiannya yaitu kinerja BAPPEDA 
efisien dan efektif namun tidak ekonomis. 
 
 
2.3 Kerangka Konseptual 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
       Sektor publik sering dinilai sebagai saran inefesiensi, pemborosan, dan 
sumber kebocoran dana. Tuntutan muncul agar organisasi sektor publik 
memperhatikan value for money yang mempertimbangkan input, output, dan 
outcome secara bersama-sama (Mardiasmo, 2006). Value for money 
menjelaskan hubungan yang optimal antara biaya/sumber daya serta 
manfaat/hasil yang disampaikan melalui proses yang mengubah input melalui 
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aktivitas kegiatan menjadi output yang diperlukan untuk memicu hasil (outcome) 
yang baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengukur 
seberapa ekonomis, efisien, dan efektifnya kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pinrang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Rancangan Penelitian 
       Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian metode deskriptif 
kuantitatif yakni penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya 
tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan prinsip value for money dengan rasio 
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan horizon waktu 
time-series. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, 
Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
       Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data 
yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013). 
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan APBD dan Laporan Realisasi 
APBD Kabupaten Pinrang. 
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3.3.2 Sampel 
       Sugiyono (2013) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan memilh 
Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD pada Tahun 2010-2014. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Data kualitatif, yaitu data yang berupa non-angka, berbentuk informasi baik 
lisan maupun tulisan yang diperoleh, meliputi studi pustaka, karangan ilmiah 
dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b. Data kuantitatif, yaitu berupa Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. 
 
3.4.2 Sumber Data 
       Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD yang diperoleh 
dari Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan memelajari teori dan konsep yang sehubungan dengan masalah yang 
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diteliti pada buku, literatur, ataupun artikel akuntansi, guna memperoleh 
landasan teoretis untuk melakukan pembahasan. 
2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi (Hasan, 
2000). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan APBD 
dan Laporan Realisasi APBD Pmerintah Daerah Kabupaten Pinrang. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
       Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif (Descriptive Kuantitative Analysis Method). Menurut Nazir (2005) 
dalam bukunya Metode Penelitian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 
serta tujuannya adalah sebagai berikut. 
“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif 
ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki.” 
 
       Metode deskriptif kuantitatif ini merupakan analisis yang digunakan untuk 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara 
kuantitatif didasarkan pada prinsip value for money. Metode tersebut digunakan 
untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui bagaimana 
kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan 
efektivitas. Untuk lebih jelasnya, pengukuran Value For Money sebagai berikut. 
 
1. Rasio Ekonomi 
       Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan 
harga terbaik yang dimungkinkan (spendingless). Pengertian ekonomis sering 
disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau 
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cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan 
ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. 
Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi 
dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan 
penurunan biaya (cost reduction). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait 
dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis 
memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran. Teknik 
analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah: 
Rasio Ekonomi = Realisasi Pengeluaran 
Anggaran 
Pengeluaran 
x  100% 
 
 
       Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja.  
Kinerja pemerintah daerah dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai 
kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja 
pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria ekonomi dalam pengukuran 
kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013) 
dapat dilihat pada tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Kriteria Ekonomi 
Rasio Ekonomi Kriteria Ekonomi 
Kurang dari 100% Ekonomis 
Sama dengan 100 % Ekonomis Berimbang 
Lebih dari 100% Tidak Ekonomis 
Sumber: Mohammad Mahsun, 2006. 
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2. Rasio Efisiensi 
       Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 
output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses 
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil 
kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang 
serendah-rendahnya (spending well). 
       Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan value for money. 
Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan (realisasi pengeluaran) dengan 
realisasi pendapatan yang diterima, formulasinya adalah: 
 
Rasio Efisiensi        = Realisasi Belanja         x 100% 
                     Realisasi Pendapatan 
       Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. 
Kinerja pemerintah daerah akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai 
kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 
pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja 
keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dalam Faridah (2013) dapat dilihat 
pada Tabel 3.2 di bawah ini. 
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi 
Rasio Efisiensi Kriteria Efisiensi 
Lebih dari 100% Tidak Efisien 
Sama dengan 100 % Efisien Berimbang 
Kurang dari 100% Sangat Efisien 
Sumber: Mohammad Mahsun, 2006. 
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3. Rasio Efektivitas 
       Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 
tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan 
tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat Efektivitas dalam pengelolaan 
keuangan dapat dilihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya 
dan presentase tingkat pencapainnya. 
Rasio Efektivitas : Realisasi Pendapatan  x 100%  
                             Anggaran Pendapatan 
 
       Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif 
apabila rasio yang dicapai sebesar seratus persen. Semakin tinggi rasio 
efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria 
efektivitas kinerja keuangan dalam Mahsun (2006) dalam Faridah (2013) dapat 
dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. 
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas 
Rasio Efektivitas Kriteria Efektivitas 
Kurang dari 100% Tidak Efektif 
Sama dengan 100 % Efektif Berimbang 
Lebih dari 100% Efektif 
Sumber: Mohammad Mahsun, 2006. 
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3.7 Tahap-tahap Analisis Data 
       Miles dan Huberman mengatakan terdapat empat tahap analisis data 
yaitu:  
a. Pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang. 
b. Menghitung rasio-rasio yang digunakan dalam metode value for money. 
c. Penyajian data, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk 
uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data.  
d. Penarikan kesimpulan, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang 
dilakukan. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dengan 
menggunakan prinsip value for money dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Rasio ekonomi dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 tidak ekonomis 
karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah  kurang sukses dalam mengendalikan belanja-belanja 
yang dikeluarkan. Akibatnya realisasi belanja lebih besar daripada yang 
dianggarkan. 
2. Rata-rata rasio efisiensi Tahun 2010 hingga 2014 adalah sebesar 
95.89%. Artinya Pemerintah Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori 
efisien. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pinrang berhasil 
meningkatkan pendapatan melebihi realisasi belanjanya. 
3. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pinrang sangat efektif dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014. Hal ini 
ditunjukkan oleh perhitungan rasio efktivitas selama 5 tahun menhasilkan 
nilai 100%. Artinya pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menentukan 
target penerimaan telah sukses, dibuktikan dengan pemerolehan realisasi 
pendapatan yang lebih besar daripada anggaran pendapatannya. 
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5.2 Saran 
       Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebagai 
bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pinrang dalam pengelolaan keuangan daerah, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut. 
1. Hasil perhitungan rasio ekonomi yang tidak ekonomis, menuntut 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk bisa memperbaikinya. 
Pemerintah harus dapat mengendalikan belanja yang dikeluarkan yang 
seharusnya disesuaikan dengan nominal yang telah dianggarkan. Untuk 
itu Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu meminimalisir pengeluaran yang 
tidak produktif, terutama pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat 
bagi kepentingan publik. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang harus mengurangi 
ketergantungan kepada pemerintah pusat terutama bantuan-bantuan 
yang diberikan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber 
pendapatan yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang dengan 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah 
maupun masyarakatnya diimbangi perluasan lapangan kerja agar kualitas 
dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga retribusi dan pajak yang 
dibayar masyarakat meningkat pula. 
4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memerbanyak jumlah periode 
analisis serta sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis analisis. 
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Pemakaian beberapa model analisis dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. 
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